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ABSTRAK

Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif
(legal research), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute
approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus
(case approach). Permasalahan dalam tesis ini yaitu : Reformulasi bentuk
perlindungan hukum justice collaborator dalam penanganan tindak pidana korupsi
dan Standarisasi penuntut umum dan majelis hakim dalam menetapkan justice
collaborator.

Terdapat sebuah persoalan krusial dan substansial dari perspektif lembaga
perlindungan masa mendatang (ius constituendum) adalah lembaga mana sekiranya
paling ideal berwenang untuk memberikan perlindungan terhadap seorang justice
collaborator. Selain itu, diperlukan adanya penegasan kewenangan, fungsi dan
tugas serta kordinasi antar lembaga untuk melakukan perlindungan terhadap justice
collaborator sehingga diharapkan hubungan dan kordinasi antar lembaga tersebut
relatif tidak menjadi kendala ketika dilakukan implementasi praktik dan pelaporan
terhadap seorang justice collaborator. Penunjukan status sebagai justice
collaborator dapat dilakukan oleh Penyidik dalam melakukan penyidikan dan
Penuntut Umum dalam tuntutannya. Tetapi yang menjadi permasalahan dalam
praktek peradilan adalah apakah Hakim dapat begitu saja mengabulkan status
justice collaborator yang telah ditetapkan oleh Penyidik dan Penuntut Umum.
Pemberian atribut Justice Collaborator dalam perkara korupsi belakangan ini
memang menuai kritikan karena berstandar ganda. Dimana sejak awal Terdakwa
yang mengakui perbuatannya dan mau bekerjasama dengan penegak hukum seperti
Penyidik dan Penuntut Umum sampai pada dirinya ditetapkan sebagai justice
collaborator, tetapi pada saat putusan pengadilan Hakim tidak menganggap sah
penetapan Terdawka sebagai justice collaborator. Seharusnya jika dari tahap awal
Terdakwa telah ditetapkan sebagai justice collaborator, maka semenjak itu juga
Terdakwa harus mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum akan statusnya
sebagai justice collaborator sehingga hak-haknya sebagai justice collaborator
wajib diberikan. Tidak adil rasanya jika dalam tahap penyidikan danpenuntutan
Terdakwa telah ditetapkan sebagai justice collaborator tetapi status tersebut gugur
karena Hakim tidak menyetujuinya padahal Terdakwa telah bekerjasama dengan
Penyidik dan Penuntut Umum untuk membantu membongkarkasus yang sedang
dihadapi.

Kata Kunci : Justice Collaborator, Tindak Pidana Korupsi
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ABSTRACT

The type of research used in this thesis is normative juridical (legal
research), using a statutory approach, and a conceptual approach. The problems
in this thesis are: Reformulation of legal protection for justice collaborators in
handling corruption crimes and standardization of public prosecutors and judges
in determining justice collaborators.

There is a crucial and substantial issue from the perspective of the future
protection agency (ius constituendum) which is which institution is the most ideally
authorized to provide protection for a justice collaborator. In addition, it is
necessary to affirm the authority, functions and duties as well as coordination
between institutions to protect justice collaborators so that it is hoped that the
relationship and coordination between these institutions will relatively not become
an obstacle when implementing practices and reporting on a justice collaborator.
The appointment of status as a justice collaborator can be done by the investigator
in conducting the investigation and the public prosecutor in his claim. But the
problem in judicial practice is whether the judge can simply grant the justice
collaborator status that has been determined by the Investigator and Public
Prosecutor. The awarding of Justice Collaborator attributes in recent corruption
cases has indeed drawn criticism for having double standards. Where from the
beginning the Defendant acknowledged his actions and was willing to cooperate
with law enforcers such as investigators and public prosecutors until he was
designated as a justice collaborator, but at the time of the court's decision the Judge
did not consider the Defendant's determination to be a justice collaborator valid. If
from the initial stage the Defendant has been designated as a justice collaborator,
then since then the Defendant must also receive legal protection and certainty of
his status as a justice collaborator so that his rights as a justice collaborator must
be granted. It would be unfair if at the stage of investigation and prosecution the
Defendant had been designated as a justice collaborator but the status failed
because the Judge did not approve it even though the Defendant had collaborated
with the Investigator and Public Prosecutor to help dismantle the case at hand.

Keywords: Justice Collaborator, Corruption Crime
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